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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 49 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN  

NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 

BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang  : a.  bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2017 sudah tidak sesuai dengan kebijakan penetapan 

rumah sakit rujukan dan besaran alokasi Dana Alokasi 

Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

 

www.peraturan.go.id



2017, No.1761 -2- 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5948); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 253); 

12. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

390); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 

2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN 

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 

ANGGARAN 2017. 

 

Pasal I 

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 390) diubah 
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sebagai berikut: 

1. Bab III Huruf B diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

2. alokasi DAK fisik Tahun 2017 untuk Kabupaten Buton 

pada Nomor 370 Huruf A Bab IV, diubah sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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